
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi,
akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Hibah dan
Bantuan Sosial perlu adanya pedoman Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pertanggungjawaban dal Pelaporan serta Monitoring
dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Mengingat

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungiawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Hibah dan Belanj a Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di lrian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tarnba}:an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 29O7);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

t 4. Undang-Undang.......l2



4. Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OO1 tentang
Otonomi Khusus Bagi provinsi papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 lto*o. 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
9engan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 2l
Tahun 2001 tentang Otonomi Ktrusus Bagi provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indoneiia Tahun2O2l Nomor 1S5, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubfif
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,^fanbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaraa
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentalg Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189);

9. Undang-Undang Nomor i 1 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10. Undang-Undang Nomor t7 Tahun 2073 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 543O);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s679]';

12. Undang-Undane....... / 3
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12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan Antara p.-..irrt-J'pusat danPemerintah Daerah 
^ {Lembaran Nd;; RepubtikIndonesia Tahun 2022 Nomor +, Tambihan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6Z5ZI;
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentangPembentukan provinsi papua Tengah (Lembarai

legara Republik Indonesia t.h.rn 2O"22 Nomor t58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6804);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
B?ltuu1 Keuangan Kepada partai politik sebagaimani
telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir
dengan Peraturan pemerintah Nomoi 1 Tahun 20 l g
tentang Perubahan Kedua atas peraturan pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Repubtii<
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O12 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5294);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarrrbahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakari
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahut2O2l Nomor 238, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

20. Peraturan Menteri....... /4
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015tentang pembentukan produk Hukum O""."f, (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan peraturan MenteriDalam, Negeri Nomor l2o i.hrn Cola tentang
Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g
Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2O1g
tentang Tata Cara penghitungan, penganggaral Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerati, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, penyaluran dan Laporan
Pertanggunglawaban penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z7 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781); Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673O1.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.

4. Dewan Perwakilan......./5
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7. Urusaa Pemerintahan Wajib adalah
diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahal yang wajib

8. Urusan Pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oreh Daerah sesuai dengan potensi yang dim iki o"?r"rr.

9. Sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah provinsi papua Tengah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah provinsi dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah.

1 I . Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputiperenc€rnaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporal,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah provinsi.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat ppKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang
melaksanakan pengelolaan APBD.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku Pengguna
Anggaran/Barang.

16.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yalg selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah
dalam rangka penyrrsunan APBD.

17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan
SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan
sebagai dasar peny,usunan rancangan APBD.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

19. Belanja Hibah......./6

Dewan Perwakilan nafv,1t,_e3n3a Teng3h yang selanjutnya disingkat DpRpTadalah Lembaga perwikitan Daerah-proi-in"i v*g_ berkedudukan sebagai
i3#L:tt" unsur penvelenggara p"*..i"iil"" baerah p."ri.*i "i"pr.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat ApBD
;:fl;}r#B:Til.keuangan tahunan oaeraf, y.r,g ait"t.pk; i;;s",
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang meniadikewenangcn presiden yang pelaksanuurrry"-Jii"r.rkan oleh kementeriannegara dan penyelenggara pemerintahaa Daerah untuk meiinJungr,melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
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19' Belanja Hibah adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa kepadapemerintah pusat, pemerintah daerah tainnya,-eadan ri""r' ri it tv.g*",Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau U"0""-a* lembaga, partai politikserta organisasi kemasyarakatan yang berbada" i,rt_,,o-i.rairr.Ju, y"rrgsecara spesilik telah ditetapkan plr,ritrkrrrrrya, bersifat iiaJ-*"iu a""tidak mengikat, serta tidak- secarl t".,r. .*.r"rus setiap tahun anggaran,kecuali ditentukan lain sesuai dengan tetlntuan peraturan perundang_undangan.

20' Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/ataubarang kepada individu, keluarga, kelompok. dan/atau masyarakat yangsifatnya tidak secara terus menerirs dan seiektif.

-6-

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggunglawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan
sosial yang bersumber dari APBD.

BAB II
BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(U Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Belanja Hibah sesuai
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan
pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang,
barang dan/ atau jasa.

(3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan
Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dal
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutal,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Belanja Hibah....... I 7

21. Naskah Pe{anjia, Hibah Daerah yang seranjutnya disingkat NpHD adalahnaskah perjanjian Beranja Hibah yang bersumber dari ApBD antaraPemerintah Daerah provinsi dengan penerima Belanja Hibah.
22. Bada", Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adarah badanusaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oreh negara

melalui penyertaan secara rangsung yang berasar dari kekayaan.r.!.r"
yang dipisahkan.

23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badal
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnyi dimltit<i oleh daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2
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(4)

(5)

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:
Pemerintah Pusat;
Pemerintah Daerah lainnya;
Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
Badan dan Lembaga;
Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
Partai Politik.

Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek,nnctan objek, dan sub rincian objek pada f-Orr.r, kegiatan, dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi p"'.""Jt.I-nI.Lir.
Penganggaran Belania 

, 
Hiqah yang bukan merupakan urusan dankewenangarr pemeriitah oaerih ?tr"i"li' a,ketentuai-u*i"1"#',i"tukmenunjant,;"";XTLt3*f "r.:Hffikegiatan dan sub kegiatan pemerint-ati-ii".;"f.r, aiuogg*tJrr-ili.Perangkat Daerah, sesuai peratu.an pe.u.rdanfundangan.

a.
b.
c.
d.
e.
t.
c.

Pasal 5

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah
yang bersangkutan.

(21 Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tumpang tindih pendanaa-nnya dengan APBN dan/atau sumber pendanaan
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hanya
dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran dan
daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(41 Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d
diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima
Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat, dengan ketentuan tidak
dapat diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangal.

(6) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 4
huruf e diberikan kepada badan dan lembaga dengan persyaratan:

a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat
keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau
Bupati/Wali Kota;

c. bersifat nirlaba....... /8
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bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan beruoakelompok masyarakat/ kesaru an masyarakat h"k'; ;;;*;r*rj;X;masih hidup dan sesuai dengan plrt.*Ur"g"" masyarakat, dankeberadaannya diakui oleh p"ir".i"iJ pu"i''aurr7.t^,, pemerintah
Daerah Provinsi melalui p::g"".d""__31ru p"rr"r.pun dari pimpinaninstansi vertikal atau Kepala sfpo 'teikaii 

"";;; 
-;;"g;

kewenangannya; atau
Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
Daerah Provinsi sesuai dengan ke*enanlarr.rya-'

d

(7)

(8)

tlihah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesiasebagaimana dimaksud df lam pasal + ayat f a'iberikan kepada:a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; at^aub. yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan, dan telah mendapatkan p".,ge""hai badan hukum aarl
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak 

""""i -"rrr"i.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g,
dapat berupa pemberian baltuan keuangan kepada partai politik yang
mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, dengan besaran p".rga.rgg..".,
belanja bantuar keuangan kepada masing-masing partai polit < Gsuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan

Paragraf 1

Kriteria
Pasal 6

(1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memenuhi
kriteria paling kurang:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap

tahun anggaran, kecuali;
1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung

penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang
tindih pendanaannya dengan APBN;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerinta-h Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

3. partai politik; dan/ atau
4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;

d. memenuhi persyaratan administrasi pengusulan Hibah.

(21 Badan dan lembaga di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragrat 2.......19

c.
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paragraf 2
Persyaratan

Pasal 7

(1) Hibah kepada pemerintah pusat dan pemerintah Daerah Lainnyasebagaimana dimaksud dalam pasa,r 4 huruf a dan b, aiueritan a"ng.npersyaratan paling sedikit memuat:
a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan

fungsi pemerintahan daerah dan pemeriniah dierah t"i""y.; *
b' penerima hibah berkedudukan daram wilayah 

-aiministrasi
pemerintahan daerah, kecua-li ditentukan lain berdlsarkan ketentuan
perundang-undangan.

c. mempertimbangkan kinerl'a pengelolaan belanja hibah sebelumnya,
akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiaian
sejenis yang telah dilaksanakan.

(2) Hibah kepada Badan usaha Milik Negara atau Badan usaha Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, diberikan
dengal persyaratan paling sedikit:
a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan layanan umum dasar;
b. penerima belanja hibah berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya,

akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan.

(3) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
huruf e, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas;
b. memiliki surat keterangal domisili dari Kepala Kampung/Lurah dan

diketahui oleh kepala Distrik setempat;
c. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas;
d. berkedudukan dalam wilayah administasi Pemerintah Provinsi Papua

Tengah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar
wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
pemerintah Provinsi pemberi hibah;

e. tidak terjadi konflik internal dibuktikan dengan surat pemyataan tidak
terjadi konflik internal;

f. memiliki/menguasai tanah yang sah dan/atau surat keterangan tidak
sengketa dari kepala kampung setempat apabila kegiatan yang diajukan
merupakan pekeq'aan konstruksi;

g. memiliki rekening bank atas nama badan/lembaga;
h. memiliki pengesahan atau penetapan dari pimpinar badan/ Lembaga,

instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya;

i. memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) bagi badan dan lembaga yang
wilayah kerjanya di wilayah Provinsi Papua Tengah;

j. memitiki NPWP, dikecualikan bagi tempat-tempat ibadah.
(4) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf f, diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas;
b. telah terda-ftar pada kementerian yang membidangi masalah hukum

dan hak asasi manusia; 
c. berkedudukan da1am......./ 1o
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c. berkedudukan dalam wilayah administrasi provinsi papua Tengah;d. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap Jan jelas;e. tidak terjadi konflik internar dibuktikan aengan surat pernyataan tidakteg'adi konflik internal;
f' memiliki/menguasai.tanah yang sah dan/ atau surat keterangan tidak

sengketa dari kepala kampung_setempat apabila kegiatan y"d?i.j;k;
merupakan peke4'aan konstruksi;

g. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;h. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak.

Bagian Ketiga
Pengajuan

Pasal 8

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Organisasi
Kemasyarakatan dapat mengajukan permohonan usulan Belanja Hibah
secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi proposal.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap
dan ditandatangani oleh:
a. Pimpinan /Ketua /Kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi

Pemerintah;
b. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;
c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan
d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Badan, Lembaga dal

Organisasi Kemasyarakatan.
(3) Khusus untuk pemohon rawan melanjutkan Pendidikan, yaitu peserta

didik tidak mampu yang diterima di sekolah negeri dan diterima di sekolah
swasta atau yang mendaftar ke sekolah swasta dan diterima di sekolah
swasta dapat mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur setelah
penerimaan peserta didik baru.

(4\ Dalam hal terdapat permohonan yang diusulkan dan dianggarkan untuk
membiayai kegiatan dalam APBD perubahan tahun berkenaal, hanya
diperuntukkan bagi kegiatan dalam rangka pelaksanaan program
Pemerintah Daerah Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Permohonan hibah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

paling sedikit dilengkapi dokumen sebagai berikut:
a. proposal permohonan, yang paling sedikit memuat:

1. latar belalang;
2. maksud dan tujuan;
3. rincian rencana kegiatan; dan
4. jadwal kegiatan dan rencana penggunaan belanja hibah.

b. susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi masyarakat) ;

c. domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi masyarakat), berisi
uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat da-n nomor telepon yang
dapat dihubungi;

d. hibah berupa......./ 11
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hibah berupa.barang disampaikan jenis dan jumlah barang yangdimohon, berisi uraian tentang jenis a-an.;umtJ bararg yarg dimohonkepada Gubernur;
tanda tangan dan nama lengkap pimpinan atau ketua dan stempelbadan/1em-baga/organisasi masyarafat serta diketah"i ;i;h K";I;k*pylg dan mendapat rekomendasi kepala distrik setempn '--
surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
Nomor Pokok Wajib pajak (NpWp);
surat keterangan domisili lembaga dari kampung setempat;
surat Keterangan Terdaftar (sKT) dan/atau Iz'in operasional/tanda
daf-tar lembaga dari instansi yang berwenang;
bukti sa}' kepemilikan rahan dan/atau -surat keterangan tidak
sengketa;
bukti kontrak sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang kantornya
menyewa;
salinan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTp) yang masih berlaku atas
nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau
pengurus belanj a hibah.

Pasal 10

(1) Pengusulan hibah sebagaimana dimal<sud dalam pasal 9, disampaikan
kepada Gubernur melalui SKPD Provinsi meliputi:
a. Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas pendidikan dan

Kebudayaan
b. Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana
c. Bidalg Pekerjaan Umum dal Penataan Ruang, dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat
e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat, dilal<sanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong
Praja

f. Bidang Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

g. Bidang Tenaga Kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

h. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

i. Bidang Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Keluatan
dan Perikanan

j. Bidang Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup,
Kehutanan dan Pertanahan

k. Bidang Lingkungan Hidup, dilaksanakal oleh Dinas Lingkungan
Hidup, Kehutanan dan Pertanahan

l. Bidang Administrasi Kependudukar dan Pencatatan Sipil dan
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

m.Bidang Pemberdayaan ....... / 72

d.

e.

f.
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h.
i.

j.

k.

l.

m.
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m. Pld"lg Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh DinasAdministrasi_ Kependudukan dan pencatatan Sipil, p;;b;;";;;
Masyarakat dan Kampung

n. 
-B.r9gg 

Pengendalian Fendudukan dan Keluarga Berencana,dilaksanakan oreh Dinas Kesehatan, pengendalian -p""a"a"t- 
a-r,Keluarga Berencana

o. Bidang perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas perhubungan
p' Bidang Komunikasi dan Informatika, dilaksa.rrt .r, "oi"t, oi.r."Komunikasi dan Informatika, Statistik dan persandian
q. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, d aksanakan oleh DinasKoperasi, Usaha Kecil Menengah, perindustrian, a* e..J"!"rrg..,r' Bidang Pena,aman Modal, d aksanakan oleh Dinas p?""-".""r,

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
s. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata
t. Bidang statistik, dilatsanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian
u. Bidang Persandian, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik dan persandian
v. Bidang Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas pendidikan dan

Kebudayaan
w. Bidang Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas pangan,

Pertanian, Keluatan dan Perikanan
x. Bidang Pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaar, Olahraga,

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
y. Bidang Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas pangan, pertanial,

Keluatan dan Perikanan
z. Bidang Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup,

Kehutanan dan Pertanahan
aa. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dilaksanakan oleh Dinas

Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral
bb. Bidang Perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
cc. Bidang Transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral
dd. Fungsi penunjang Bidang Perencanaan, dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dal Inovasi Daerah
ee. Fungsi penunjang Bidang Keuangan, dilaksanakan oleh Badan

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah
ff. Fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
gg. Fungsi penunjang Bidang Pendidikan dal Pelatihan, dilaksanakan

oieh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
hh. Fungsi penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan,

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah

ii. Pungsi penunjang Bidang Pengawasal penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, dilaksanakan oieh Inspektorat

ij. Bidang keagamaan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada Biro
Tata Pemerintahan.

(2) SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
pemeriksaan kelengkapan administasi persyaratan dan melakukan entry
data.

Bagian Keempat......./ 13



- 13-

Bagian Keempat
Penganggaran

Pasal I I
(1) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA

SKPD.

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penganggaran hibah dalam ApBD sesuai peraturan perundang_udangan.

(3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian objek
belanja dan rincian objek belanja hibah yarlg menjadi dasar pengarggaran
hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Rincian objek belanja dan rincian objek betanja hibah sebagaimana
dimalsud pada ayat (2), memuat:
a. program;
b. kegiatan dal sub kegiatal;
c. capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan;
d. nama penerima hibah;
e. a-lamat penerima hibah; dan
f. besaran belanja per objek penerima hibah.

(5) Rincian objek beianja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (41,

dibuat DPA-SKPD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum
Pasal 13

Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa uang, barang dan/ atau jasa
berdasarkan DPA-SKPD.

Paragraf 2
Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 14

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani
bersami oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima Belanja
Hibah.

l2l NPHD sebagaimana dimalsud pada ayat (1)' paling kurang memuat:
a. pemberi dan Penerima hibah;
b. jumlah dan tujuan pemberian belanja hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penCairan, penyaluran, waktu penggunaan hibah; dan

f, sanksi.
(3) Pembuatan dan......./ 14
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(3)

(4)

(s)

(1)

Pembuatan dan penandatangan NPHD d akukan oleh Gubernur untuk
lelanj3 hibah uang, barang atau jasa kepada pemerintah pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, Bada, Usaha Milik Negara dan Badan usJa
Milik Daerah.

Pembuatan dan penandatangan NPHD dilakukan oleh Kepala perangkat
Daerah bagi Belanja Hibah uang, barang atau jasa untuk l,embaga, Ba*dan
dan Organisasi Kemasyarakatan.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 4 (empat) rangkap,
terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup.

Pasal 15

(l) Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan organisasi/lembaga penerima
hibah yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama
pimpinan organisasi/lembaga pada saat proses pencairan, mal<a harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. karena meninggal dunia, harus di-lengkapi dengan surat keterangan

kematian dan surat keputusan penggantian da;r/ atau pengangkatan
pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;

b. karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan
dari Kepala Kampung bagi organisasi/lembaga masyaralat yang
dibentuk berdasarkan musyawarah kelompok masyarakat;

c. karena alasan lain, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan
penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga
yang bersangkutan.

(2\ Dalam hal terjadi konflik internal kepengurusan pimpinan
organisasi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (31 huruf e
dan ayat (4) huruf e sebelum pencairan hibah, dianggap batal demi hukum.

Paragraf 3
Pencairan Hibah Berupa Uang

Pasal 16

(2t

(3)

Pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan setelah penaldatanganan
NPHD.

Pencairan Belanja Hibah didasarkan pada NPHD.

Pencairan Belanja Hibah berupa uang, dilakukan dengan mekanisme
pembayaran iangsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Penerima Hibah.

Pasal 17

penerima Hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairal Belanja
Hibah kepada Gubernur mela,lui SKPD terkait, yang dilengkapi dengan
persyaratan administrasi.

setelah sKPD terkait menerima permohonan pencairan belanja hibah,
SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi keabsahan dan
kelengkapan persyaratan permohonan hibah, serta memastikan
keberidaan Badan, Lembaga dan Organisasi.

(3) Berdasarkan hasil' '. ' '../ l5

(1)

(2)
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(3) Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh sKpD terkaitsebagaimana dimar<sud pada ayat 1zi sleo t".ili ;;;;paikan
rekomendasi hasil verifikasi dan evatuasi kepada Gubernur melalui rApD,

(41 Melampirkan hasil verifikasi dan evaluasi disertai dengan surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana tercantum pada ayat (2).

(5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
{imak;ud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan i8"ung*
2t:1"L, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon p"rre.i-a UiUaf,
(DNC_-PBH) yang ditandatangani oleh sekretaris Daerah selaku Ketua TApDuntuk mendapatkan persetujuan Gubernur.

(6)

(7)

Persetujuan Gubernur terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk
Lembar Persetujuan Gubernur.

Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah lainnya, ierdiri
dari:
1. Surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan

hibah;
2. Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang penetapan Daftar

Penerima Hibah;
3. NPHD;
4. Fotocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah

penerima hibah;
5. Fotocopy rekening bank yang masih alrtif atas nama instansi

dan/atau RKUD lainnya;
6. Kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup,

ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama
lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah; dan

7. Surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas
materai yang cukup.

b. Hibah untuk BUMN dan BUMD, terdiri dari:
1. Surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian pengguna€rn

hibah;
2. Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Penetapan Daftar

Penerima Hibah;
3. NPHD;
4. Fotocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Perusahaan atau

Perseroan penerima hibah;
5. Fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Perusahaan

atau Perseroan penerima hibah;
6. Kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup,

ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan atau Perseroan serta
dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain; dan

7. Surat pemyataan tanggung jawab yang ditandatangani di atas
materai yang cukup,

c. Hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri
dari:
1. Surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian penggunaan

hibah;
2. Keputusan Gubemur Papua Tengah tentang Penetapan Daftar

Penerima Hibah;
3. NPHD......./16
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3. NPHD;
4. Salinan/fotocopy KTp atas nama Ketua Badan, Lembaga danOrganisasi Kemasyarakatan penerima hibah;5. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Ketua

Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah;6. Kwitansi rangkap 4-(empat), terdiri dari 2 (dua) bermaterai tunp,
ditandatangani oreh Ketua Badan, Lembaga dan organisasi
Kemasyarakatan dan dibubuhi cap serta dicantumkein* nama
lengkap Ketua Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
penerima hibah;

7. Surat pernyataan ta,ggung jawab yang ditandatangani di atas
materai yang cukup; dan

8. Pakta integritas dari penerima hibah bermaterai 10.000 yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunaka, sesuai
dengan NPHD.

9. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pengguna
Anggaran.

d. Hibah untuk Partai Politik, terdiri dari:
1. Surat permohonan pencairan belanja hibah ditandatangani oleh

Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain;
2. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan

kepengurusan DPP Partai Politik tingkat provinsi dilegalisir oleh
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai politik atau
sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;

3. Fotocopy NPWP;
4. Fotocopy KTP atas nama Ketua/Pimpinan Partai Politik penerima

belanja hibah;
5. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan

suara partai politik hasil pemilihan umum DPR Papua Tengah yang
dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

6. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan
persyaratan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

7. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik
diprioritaskan untuk pendidikan politik;

8. Laporan realisasi penerimaan dan pengeiuaran bantuan keuangan
tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan; dal

9. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan
bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan
anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila
memberikan keterangan yang tidak benar, ditandatangani Ketua,
Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai
cukup dengan menggunakan kop surat partai politik.

(8) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD
terkait melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan
pencairan.

(9) Berdasarkan permohonan....... / 17
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(9) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dan hasilverifikasi administrasi sebagaimana dimaksud p"aa Lyai-'1ii- prrf
menyiapkan dokumen . administrasi pembayaran 

"J"rr"i'-' a".rgr.persyaratan dan. Bendahara pengeluaran/tiendahara e..rgeluar"n
femb-arrlu mengajukan Surat permintian pembayar"., t arrg"r.,j?iip_f,St
!9q1du Pengguna Anggaran (pA)/Kuasa pA melalui neX S"Xenje'eK Unit
SKPD.

(10) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ppK sKpD/ppKunit sKPD melakukan verifikasi spp-Ls yang diajlkan oreh Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara pengeluaran pemba.tu b-eserta kerengkapannya
sebagai berikut:
a.
b.

SPP-LS;
Surat Permohonan Pencairan dan persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
Hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disertai dengan Lampiran Hasil Verifikasi Administra"i X.t..rgt"p",
Dokumen persyaratan administrasi pencairan; dan
Bukti pembayaran transfer yang paling kurang memuat informasi
tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, n€una pemegang
rekening, nama bank dan nilai uang.

(1 1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatalan lengkap dan sah, ppK SKpD/ppK Unit
SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh pA/Kuasa pA dan
menyampaikan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

(12) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kuasa BUD
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) setelah
memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
a. SPM-LS
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
c. Lembar Verilikasi PPK SKPD;
d. Form Bukti Pembayaran Transfer; dal
e. Fotocopy Rekening Bank Penerima.

Pasal 18

Penerima hibah berupa uang bertanggungiawab sepenuhnya atas kebenaran
dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1).

Paragral 4
Penyaluran Hibah Berupa Barang atau Jasa

Pasal 19

(U Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Hibah barang dinilai berdasarkan harga pembelian/nilai kontrak.

(3) Penyerahan hibah barang/jasa untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah lainnya, BUMN dan BUMD dilakukan oieh Gubernur kepada
penerima hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua)

bermaterai cukup, ditartdatangani dan dibubuhi cap instaasi serta
dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Bupati;

b.Keputusan Gubernur....... / 18

d.



b' Keputusan Gubernur tentang penetapan Daftar penerima Hibah;c. NPHD;
d. Fotocopy KTp afas,ama pimpinan instansi atau Kepala Daerah, Direksiatau sebutan lain perusahaan atau perseroan p"r"i-u. hibah;e. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak V""g AitrrrJ"t"og"rii di atasmaterai yang cukup; dan
f. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan.

(4) Penyerahan hibah untuk Lembaga, Badan dan organisasi Kemasyarakatan
dilakukan oleh sKp. D terkait kepada penerima iiurtr, setetatr- iilengkapi
persyaratan sebagai berikut:
a, Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua)bermaterai cukup, ditandatangani -d; 

dibubuhi cap
lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan
lembaga/ organisasi;

b. Keputusan Gubernur tentang penetapan Daftar penerima Hibah;c. NPHD;
d. Fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan lembaga/organisasi penerima

hibah;
e. surat pernyataan tanggungiawab mutlak yang ditandatangani di atas

materai yang cukup; dan
f. Pakta integritas dari penerima hibah bermaterai cukup yang

menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan
NPHD.

Bagian Keenam
Pertanggungi awaban dan Pelaporan

Paragraf 1

Pertanggungjawaban
Pasal 20

(1) Penerima hibah bertanggungiawab secara formal dan materiil atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

(2) Pertangunggjawaban penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
a. untuk penggunaan hibah berupa uang, meliputi:

1. laporan penggunaan;
2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatalan bahwa

hibah berupa uarlg yarg diterima telah digunakan sesuai dengan
NPHD; dan

3. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan
peraturan perundarrg-undangan.

b. untuk penggunaan hibah berupa barang atau jasa, meliputi:
1. laporan penggunaan;
2. surat pernyataan tanggungiawab mutlak yang menyatakan bahwa

hibah berupa barang ataujasa yang diterima telah digunakan sesuai
dengan NPHD; dan

3. salinan bukti serah terima barang atau jasa.

(3) Penerima hibah bertanggungiawab atas kebenaran dan keabsahan laporan
penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a angka I
dan hurufb angka 1.

(4) Penerima Hibah......./ 19
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(4) Penerima hibah seraku objek pemeriksaan, wajib menyimpan buktipengeluaraa atau sarina, bukti sera-h terima barang "t"ri""i ""iJg"i*"""dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan hurufb 
"rgi.a 3. 

-----
(5) Pertanggunglawaban pemberi hibah atas hibah yang disarurkan meliputi:a. permohonan/usuran dari calon penerima hibahlepada Gubernur;b. NPHD;

c. surat pernyataan tanggungiawab mutlak yang menyatakan bahwa
hibah berupa uang yang diterima telah aigunat<an 

"""r"i a"ng"., NpHD;
dan

d. SPP/SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kw.itansi
atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/iasa
atas pemberian hiba_h berupa barang/jasa.

(6) Dalam hal terdapat sisa belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam
bentuk uang pada_ akhir tahun anggaran berjalan, riaka- dapat
digunakan/dibelanjakan pada tahun anggaran berikutnya atas
persetujuan TAPD.

-19-

Paragral 2
Pelaporan
Pasal 2 1

(1) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (21
huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dibuat dengan sistematika paling
sedikit meliputi:
a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur;
b. laporan kegiatan, terdiri atas:

1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. ruang lingkup kegiatan;
4. realisasi pelaksanaan kegiatan;
5. dokumentasi; dal
6. penutup.

c. laporan keuangan, meliputi:
1. realisasi penerimaan hibah; dan
2. realisasi penggunaan

d. lampiran
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan

ditandatalgani serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan instansi
pemerintah, Kepala Daerah, Direktur atau sebutan lain, atau
ketua/ pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 22

(1) Laporan pengguna€rn hibah berupa uang dan barang/jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasa-l 20 ayat (2) huruf a angka I dan huruf b angka 1,
disampaikan oleh penerima hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait
paling lambat tanggal 1O (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran
berikutnya.

(2) SKPD terkait......./20
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

SKPD .terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan hibahsebagaimana dimaksud n]{3 aryt lty, tepaai perangkat Daera}r yangmempunyai fungsi pengendalian pembangunan dan t rri"i e""g"*"".1_rl'
D-alam hal penerima hibah belum 

-menyampaikan laporan sebagaimana
llaaksYd pada ayat (l) .do, ayat (2), SKpo'terkait -""v"r"p"itil "rr"tperlngatan kepada penerima hibah.

Pasal 23

Belanja hibah berupa uang dicatat sebagai rearisasi jenis belanja hibah
pada program dan kegiatan SKpD terkait.
pe-lanja hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek
belanja hibah pada jenis belanja barang/iasa dalam program dan kegiaian
pada SKPD terkait.
SKPD melakukan pencatatan realisasi belanja hibah, untuk selanjutnya
dicantumkan dalam Laporan Keuangan pemerintah Daerah provins-i paia
tahun anggaran berkenaan.

BAB III
BELANJA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan
belanja urusan pemerintahan pilihan.

(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang
dan/ atau barang.

(4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan te{adinya risiko sosia-l, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan.

(5) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kejadian atau
peristiwa yang mempunyai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam, atau bencala alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.

(6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan kondisi suatu bantuan sosial yang dapat diberikan setiap tahun
anggarzrn sampai penerima bantuan sosial telah terlepas dari risiko sosial.

Pasal 25.......121



Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud daram pasal 24 ayat (1)meliputi:
a' individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risikososial: dan
b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain

yang berperan untuk melindungi individu, kelompo-k, dan/ atau -u"y.rrt"tyang mengalami keadaan ya,,g tidak stabil sebagai dampak risiko so-siar.

-21-

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

(1) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dal.am Pasal 26
ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dal besarannya pada
saat penyusunan APBD.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala
SKPD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat
risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penJrusunan APBD
yang apabila ditunda penangannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Bantuan Sosia-l

Pasal 28

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
memenuhi kriteria paling kurang:
a. selektif;
b' memenuhi persyaratan penerima bantuan; 

bersifat sementara....... /23

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada mairriau, keruarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan tidak dafai
direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial berupa uang merupakan uang yang diberikan secara
langsung kepada penerima meliputi namun tidak terbatas pada beasiswa
bagi anak miskin, yayasar pengelola yatim piatu, neiayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan
putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang merupakan barang yang diberikan secara
langsung kepada penerima meliputi narnun tidak terbatas pada bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat
tidak mErmpu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan ternak baei
kelompok masyarakat kurang mampu.
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c' bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali daram keadaantertentu dapat berkelanjutan; dan
d. sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikanbantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang bertujuanuntuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b paling kuraag meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas;
b. berdomisili daiam wilayah Provinsi papua Tengah; dan
c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepata kampung

setempat.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak
harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat
berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah terlepas dari risiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
a. rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan

kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;

b. perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok
masyarakat agar kelangsungar hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar minimal;

c. pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai
daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

d. jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak;

e. penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencahariar dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan; dan

f. penanggulangan bencana, merupakan serangkaian upaya yang
ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Ketiga
Pengajuan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 29

Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayal (1) dapat mengajukan
permohonan Bantuan Sosial secara tertuiis kepada Gubernur.

(2) Permohonan tertulis....... /23

(3)

(4)

(s)

(1)
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(1) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintahan sebagaimana
dimaksud da,lam Pasal 29 ayat (2) huruf a, paling sedikit dilengkapi:

proposal permohonan;
susunan kepengurusan lembaga;
rencana anggaran biaya;
nomor rekening bank yang masih berlaku; dan
NPWP lembaga

(2) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan
Bantuan Sosial bagi lembaga non pemerintah, wajib melampirkan
persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan administrasi permohonan Bantuan Sosial bagi lembaga non
pemerintah, meliputi:
a. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang

dipersamakan;
b. Surat pernyataan tanggunglawab Mutlak;
c. Surat keterangan domisili lembaga dari Kampung/Kelurahan setempat;
d. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Izin operasional/tanda

daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
e. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya

menyewa;
f. tidak terjadi konflik internal dibuktikan dengan surat pernyataan tidak

terjadi konflik internal;
g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua

dan sekretaris atau sebutan lain; dan
h. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga.

Pasal 3 1

Permohonan tertulis bagt individu, keluarga, dan/atau masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat
informasi tentang:
a. maksud dan tujuan penggunaan;
b. jumtah Bantuan Sosial yang dimohonkan;
c. identitas lengkap Penerima Bantuan Sosial, terdiri atas:

1. nama lengkap;
2. tempall tanggal lahir;
3. alamat lengkap;
4. nomor KTP;
5. pekerjaan dan/ atau aktivitas;
6. status perkawinan; dan
7. nomor rekening bank.

a
b

A

e

d. Sa-linan dan....... / 24

(21 Permohonan terturis sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilaksanakandengan ketentuan sebagai berikut:

"' P.g, lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatansani orehketua dan sekretaris atau sebutan lain; danb' bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani orehpemohon dan diketahui serta dibubuhi cap Kepala Kampung Setempat.

Pasal 30
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d' lali_nan dan/atau fotocopy nomor rekening atas nama penerima BantuanSosial;
e. Fotocopy KTP yang masih berlaku.

Pasal 32
(l) Permohonan belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal

31 disampaikan kepada SKpD terkait.
(2) SKPD terkait melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi

persyaratan dan melakukan entr5r data.

Bagian Keempat
Penganggaran

Pasal 33

(1) Belalja bantuan sosial berupa uaag, barang atau jasa dicantumkan dalam
RKA SKPD,

(2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Rincian objek
belanja dan rincian objek belanja bantuan sosial yang menjadi dasar
penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.

(3) Rincian objek belanja dan rincian objek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
a. program;
b. kegiatan dan sub kegiatan;
c. capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan;
d. nama penerima bantuan sosial;
e. alamat penerima bantuan sosia-l; dan
f. besaran belanja per objek penerima bantuan sosial.

(4) Rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.

Pasal 34

Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4),

dibuat DPA-SKPD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 35

Pelaksanaan anggaran Belanja Bantua Sosial berupa uang, barang dan/atau
jasa berdasarkan DPA-SKPD.

Bagian Keer.am....... / 25



(1)

(2)
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Bagian Keenam
Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 36

Pencairan Belanja Bantuan Sosial, didasarkan DpA_SKpD terkait.
Pencairan Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dilakukan dengan
mekanisme Pembayaran r,angsung (LS), dan disalurkan melarui Rekenlng
Kas Umum Daerah ke rekening penerima belanja bantuar sosia_I.

Pasal 37

(1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan
Bantrran Sosial kepada Gubernur melalui SKpD, dilengkapi persyaratan
administrasi.

(21 setelah sKPD terkait menerima permohonan pencairan belanja bantuan
sosial, SKPD terkait melakukan verifrkasi dan evaluasi keabsahan dan
kelengkapan persyaratan permohonan bantuan sosial dilengkapi SKTJM
tentang keabsahan dan kelengkapan, serta memastikan keberadaal
Badan, Lembaga dan Organisasi tidak fiktif.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh SKPD terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD terkait menyampaikan
rekomendasi hasil verifikasi dan evaluasi kepada Gubernur melalui TAPD.

(4) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan
Sosial (DNC-PBBS) yarlg ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD untuk mendapatkan persetujuan Gubernur.

(5) Persetujuan Gubernur terhadap DNC-PBBS dituangkan dalam bentuk
Lembar Persetujuan Gubernur.

(6) Kelengkapan administrasi sebagaimala dimaksud pada ayat (1) meiiputi:
a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari:

1. Surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
2. Fotocopy KTP atas narna Penerima Bantuan Sosial;
3. Salinan dan /atau fotocopy rekening Bank yang masih aktif atas

nama Penerima Bantuan Sosial;
4. Kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai

cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima
Bantuan Sosial;

5. Surat Pernyataan Tanggungiawab Mutlak;

b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari:
1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
2. fotocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;
3. Salinan dan/atau fotocopy rekening bank yang masih aktif atas

nama kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;
4. Kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai

cukup, ditaldatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala
keluarga Penerima Bantuan Sosial;

5. Surat Pernyataan Tanggungiawab Mutlak;

c. Bantuan Sosia1......./26



c' Bantuan sosiar untuk masyarakat dan/ atau lembaga non pemerintah,
terdiri dari:
1, surat permohonan pencairan Bantuan Sosial, dilengkapi rincian

rencana penggunaem Bantuan Sosial;
2. fotocopy KTp atas nama ketua/pimpinan pengurus

lembaga/organisasi penerima Bantuan Sosial;
3. Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama

lembaga/organisasi;
4. kwitansi rangkap 4 (empat) terdiri dari 1 (satu) kwitansi bermaterai

cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap rembaga/organisasi sertadicantumkan narna lengkap ketua/pimpinan pengurus
lembaga/organisasi atau sebutan lain;

5. Surat Pernyataan Tanggungiawab Mutlak;
(7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD

terkait melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan
pencairan.

(8) Berdasarkan permohonan pencairan dan persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi administrasi pada
ayat (21, PPTK menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan dan Benda-hara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran
Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Lalgsung (Spp-LS)
kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA melalui PPK SKPD/PPK Unit
SKPD.

(9) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) PPK SKPD/PPK
Unit SKPD melakukan verifikasi SPP-LS yang diajukan oleh BP/BPP beserta
kelengkapannya sebagai berikut:
a. SPP-LS;
b. Surat Permohonan Pencairan dan persyaratan administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
c. Hasil Verilikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

disertai dengan Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan
Dokumen persyaratan administrasi pencairan; dan

d. Bukti pembayaran transfer yang paling kurang memuat informasi
tentang peruntukan, nama penerima, nomor rekening, nama pemegang
rekening, nama bank dan nilai uang.

(10) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD/PPK Unit
SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan
menyampaikan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

(10) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Kuasa BUD
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) setelah
memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
a. SPM-LS
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
c. Lembar Verifrkasi PPK SKPD;
d. Form Bukti Pembayaran Transfer; dan
e. Fotocopy Rekening Bank Penerima'

Pasal 38.......127
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Penerima Belanja Bantuan sosial berupa uang sebagaimarra dimaksud daramPasal 37 ayat (1), bertanggungiawab atas kebiaran dan keabsahan dokumenpersyaratan yang disampaikan.
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Pasal 38

Bagian Ketujuh
Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 39
(1) SKPD terkait melakukan proses pengadaa, barang sesuai DpA-sKpD dan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang
dan jasa pemerintah.

(2) sKPD terkait mencatat barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang
dan jasa, objek, dan rincian objek belanja bantuan sosial berkenaarr, y".rg
akan diserahkan kepada penerima belanja bantuan sosial.

(3) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh perangkat
Daerah Pengguna Anggaran bantuan sosial kepada penerima Bantuan
Sosial, yang meliputi:
a. Bantuan Sosial untuk individu, terdiri atas:

1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2
(dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan
nama lengkap Penerima Bantuan Sosial;

2. salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima Bantuan Sosial;
3. Surat Pernyataan Tanggungiawab Mutlak

b. Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri atas:
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2

(dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan
nama lengkap kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial;

2. salinan/fotocopy KTP atas nEuna kepala keluarga Penerima Bantuan
Sosial;

3. Surat Pernyataan Tanggunglawab Mutlak;

c. Bantuan Sosial untuk kelompok masyaralat / lembaga non pemerintah,
terdiri atas:
1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2

(dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap,
serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau
sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah;

2. salinan/fotocopy KTP ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok
masyarakat/lembaga non pemerintah;

3. Surat Pemyataan Tanggunglawab Mutlak.

Bagian Kedelapan....... / 28
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Bagian Kedelapan
Pertanggungiawaban dan pelaporan

Paragraf 1

Pertanggungiawaban
Pasal 40

(1) Penerima Bantuan sosial bertanggunglawab secara formal dan materiil atas
pengguna€ur Bantuan Sosial yang diterimanya.

(21 Pertanggungjawab€rn penerima Bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. Laporan penggunaan;
b. Surat Pernyataan Tanggungiawab Mutlak yang menyatalan

bahwa Bantua' Sosial yang diterima terah digunakan sesuai dengan
proposal yang telah disetujui;

c. Bukti-bukti pengeluaran yang rengkap dan satr sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa
,*g;

d. Salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi penerima Bantuan
Sosial berupa barang.

(3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21
bertanggungiawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21.

(4) Penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan
laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf c dan d.

(5) Pertanggungiawaban SKPD atas pemberian belanja bantuan sosial
meliputi:
a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial kepada

Gubernur;
b. Surat keterangan tanggung jawab/ pakta integritas dari penerima

bantuan sosial yang menyatalan bahwa baltuarl sosial yang diterima
akan digunakan sesuai dengal usulan;

c. SPP/SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian
bantuan sosial berupa uang;

d. Berita Acara Serah Terima barang atas pemberian belanja bantuan
sosial berupa barang.

e. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan
sosial.

Paragraf 2
Pelaporan
Pasal 41

(1) Laporan penggunaan belanja bantuan sosial berupa uang dan barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh
penerima belanja bantuan sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait
paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(21 SKPD terkait menyampaikan rekapitulasi laporan penggunaan belanja
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat
daerah yang melaksanakan fungsi pengendalian pembangunan dan
Inspektorat.

Pasal 42......./29
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Pasal 42

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

(i)

(2\

(s)

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian,
pelaksanaan, pertanggungiawaban, dan pelaporan belanja hibah dan
belanja bantuan sosial.
pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh sKPD terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif'

SKPD terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayai (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah'

Pasal 44

SKpD terkait melakukan Pembinaan dan Sosialisasi Penggunaan dana Hibah

dan Dana Bantuan Sosial

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk format berkaitan dengan pemberian

;;lr.j; t-;,"an hib"ah dan fiehnja bantuan sosial tercantum dalam Lampiran

Vu.rS;"*p"kan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

BAB VI......./30

(1) Belanja bantuan sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis belanja
bantuan sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

l2l Belanja bantuan sosial berupa barang, dicatat sebagai realisasi objek
belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program
dan kegiatan pada SKPD Provinsi terkait.

(3) Belanja bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima belanja bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran
berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam Neraca.
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BAB VI
KRTENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 Juli 2023

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK
Diundangkan di Nabire
pada tanggal 26 Jlali 2023
PIh. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BEzuTA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NO R28

S sesuai den
Plt. PALA BIR

MENASE , SH, M.Si
NIP. 19650 199610 1001

ya



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR
TANGGAL

:28 TAHUN 2023
:26 Juli 2023

PERMOHONAN BELANJA H IBAH

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN pELApoRAN SERTA rr,ror,rnonfi.rC oenEVAIUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Format kelengkapan administrasi permohonan belanja hibah.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

DATA PEMOHON
Nama
Alamat
Jabatan
No. HP Email
T

Hibah ke da 1 Pemerintah Pusat
2 Pemerintah Daerah lain
3 BUMN BUMD
4 Badan/ Lembaga/ Organisasi

Kema arakatan

No Jenis Persyaratan Ada Tidak
ada

1 Surat Permohonan
lSASIaa.K Badan Lemb

b. Tanda t berwenanan
c. Ca

Baral Jasad. Bentuk Hibah uan
e. Nilai Hibah U

Jasa dimohonf. Bentuk Baran
2 Pro sal dan kele ataners

a. Latar be
b Maksud dan tu uan
c Rincian rencana ke tan
d. Jadwal tan

elaksanaane. Lokasi
f. Ke Hibah UanatanRincian b

berbadan Hukumh. SK. Kemenhumkam
Terdaftar dari Instansi Tekaiti. Surat

berwen terkait
k. NPWP Lem a diwa ibkan

anl. Nomor Rekenin
m. Fotocopy KTP atas nama Ketua

Badan Lemba o rSASl

Domisilin. Surat Keteran

g. Data/Spesifikasi/Ukuran barang/Jasa yang
dimohon

j. Memiliki Pengesahan Susunan Pengurus
Badan/ Lembaga/ Organisasi dari Instansi

masih berlaku



a

Pada

telah melakukan Peninjauan lapangan
1n1.......,.....

hari

(chek lokasi) Sekretariat dan/atau
usulan permohonan bantuanlokasi

hibah
kegiatan pembangunan atas

Bantuan sosial

Berikut kami sam hasil Penin auan la

ik tahui
Badan Lem ro Sa S1 ar1dbaga KegaIll alap

eD Lsa urah d e Camat se et m ta
o. Surat Pern taan Tidak T da 1 In altern. Surat Keter awab MutlakTan
q ukti

hi

B Laha'rl dal a at qu aur t
erKet Ti akd S taeagan ab h uanengk untuk(h

A-11b ann at ua bah beru

erifrka Eva,luasiT1m V dS1 an SKPD
No Jabatan/Kedudukal

dalam Tim
Tanda tangan

,)

\)

4

5

DATA PEMOHON
Nama
Alamat
Jabatan
No. HP/Email

Keterangan
Ada Tidak adaNo Uraian

Lokasi Sekretariat Badan/Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan

1

Kegiatan Pembangunan (untuk kegiatan konstruksi))
Susunar Kepengurusan

2. F ormat Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan (BAHPL).

BEzuTA ACARA HASIL PENINJAUAN LAPANGAN (BAHPL)
Nomor

Konflik

Kepemilikan

Nama

1
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FOTO LOKASI SEKRETARIAT FOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN

Demikian Berita Acara hasil peninjauan lapangan ini kami sampaikan sebagai
bahan evaluasi dan rekomendasi lebih ut.

Tim Verifikasi dan Evaluasi SKPD
Tanda tanganNama Jabatan/Kedudukan

dalam Tim
No

1

c

J

4



3' Format surat pengantar Kepara. Badan/Dinas kepada Gubernur tentangHasil Evaluasi permohonan eetania Hibah.
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KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor
Sifat
Lampiran
Ha1

....(.......)
Hasil Evaluasi Permohonan
Belalja Hibah Tahun Anggaran
20....

Yth. Gubernur papua
Tengah
C.q. TAPD Provinsi papua
Tengah

di-
Nabire

Sesuai dengan Peraturan Gubernur papua Tengah Nomor
..... Tahun 20... tentang Tata Cara penganggaran, pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Behnja Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah, kami telah melakukan verifikasi dal evaluasi atas
permohonan Belanja Hibah dan mempertimbangkan prioritas
serta keterkaitan dengan penyelenggaraar program dan kegiatan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Jumlah permohonan sebanyak ..... (.....) proposal senilai
Rp (..... .. ....) dan berdasarkan hasil verihkasi dan
evaluasi yang telah disetujui sebanyak ..... (....) proposal senilai
R AI terdiri dari:

No
Data

Pemohon
Rencana

Penggunaan

Jumlah
Bantuan

yang
dimohon

(Rp)

Jumlah Bantuan
yang

Direkomendasikan
(Rp)

Permohonan
Belanja
Hibah
Daerah
berupa Uang

I

1

2. Dst
II Permohonal

Belanja
Hibah
Daerah
berupa
Barang/Jasa
1

2. Dst
Jumlah

NIP

Demikian kami sampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Badan/Dinas .........

Ket.



-5-

4. Format Surat pengantar Ketua TAPD
Pertlm bangan permohonan Belanja Hibah.

kepada Gubernur tentang

Nomor
Sifat
l,ampiran
Hal

....(......)
Hasil Pertimbangan permohonan
Belanja Hibah Tahun Anggaran
20....

Yth. Gubernur Papua
Tengah

di-
Nabire

- Sesuai dengan Peraturan Gubernur provinsi papua Tengah
Nomor ..... Tahun 2O... tentang Tata Cara eenganggar"an,
Pelaksanaan dan Penatausa-haan, pertanggungawitai- aan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi BehnJa Hibah dan
Belanja Bantuan Sosia-l yang bersumber dari Anggaral
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta memperhatikan- hasil
evaluasi permohonan belanja hibah dari perangkat Daerah
terkait, kami telah melakukan penelaahan disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah dan mempertimbalgkan priorilas
pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil peneiaahan tersebut, kami melaporkan
bahwa yang melakukan veri{ikasi dan evaluasi serta rekomendasi
atas permohonan belanja hibah sebanyak ..... Perangkat Daerah,
dengan jumlah permohonan sebanyak ... . . . proposal senilai
Rp dan berdasarkan hasil penelaahan kami dapat
dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak . . ... proposal senilai
Rp yang terdiri dari:

No
Nama Perangkat

Daerah

Jumlah
Proposal

Uang Barang Uang Barang
1

2
dst

.Iumlah
Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan Daftar

Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah untuk masing-masing
SKPD.

Demikian, atas perkenan dal persetujuan Bapak diucapkan
terima kasih.

Ketua TAPD

NIP

Nilai (Rp)



-6-

5. Format Daftar Nominatif calon penerima Belanja Hibah (DNC-pBH) Hasil
Pertimbangan TAPD.

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC-PBH)
HASIL PERTIMBANGAN TAPD

TAHUN ANGGARAN 20.....

Nama Perangkat Daerah
Jenis Belalja Hibah: Uang/ Barang/Jasa*)

tgl/bulan/tahun

Sekretaris Daerah
Frovinsi Papua Tengah

Selaku Ketua TAPD,

(Nama/NIP)

Ket:
*) Coret yang tidak Perlu

No

Nama
Lengkap

Calon
Penerima

Rencana
Penggunaan

Besaran Belanja Hibah (Rp)

KetPermohonar Hasil
Evaluasi

Pertimbangan
TAPD

1 c J 4 5 6 7 8
1

)
a

4 Dst

TOTAL

Alamat
Lengkap
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6. Format Daftar Nominatif Calon Penerima Belania Hibah (DNC-PBH) Persetujuan Gubernur.

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH (DNC.PBH)
PERSETUJUAN GUBERNUR
TAHUN ANGGARAN 20.....

Nama Perangkat Daerah
Jenis Belanja Hibah: Uang/Barang/Jasa*)

Ket:
*) Coret yang tidak perlu

tgl/bulan/tahun

Gubernur
Provinsi Papua Tengah,

No

Nama
Lengkap

Calon
Penerima

Alamat
Lengkap

Rencana
Penggunaal

Besaran Belanja Hibah (Rp)

Keterangan
Permohonan Hasil

Evaluasi
Pertimbangan

TAPD
Persetuiuan
Gubernur

1 2 4 5 6 8 I
1

2
3
4 Dst

TOTAL
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7. Contoh Format Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Berupa Uang.

NASKAH PERJANJI.AN HIBAH DAERAH. 
ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
DENGAN

(NAMA PENERIMA HIBAH}
TENTANG

HIBAH TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini ..., 
" 

. ..., tanggal
....) yang bertanda tangan di

I. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

II.

bulan tahun ......... (...-...-
bawah ini:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur provinsi
Papua Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Nama
No. KTP
Jabatan
Alamat
Yang bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah
Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut:

KEDUA, berupa uang sebesar Rp............... (

rupiah).
(2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima beianja hibah dari

PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp...............
rupiah).

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan
untuk sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja
Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Naskah Pe4'anjian Hibah Daerah ini.

(4) Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (21

bertujuan untuk

BAB II
PENCAIRAN BELANJA HIBAH

Pasal 2
(1) Pencairan belanja hibah berupa uang dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun

NOMOR:

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan belarja hibah kepada PIHAK



(2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukanpermohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:a. Surat permohonan pencairan bel..:a t iB"fr, aileni[api rincian
. l_elcana penggunaan belanja hibah;
b. NPHD;
c. salinan/fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTp) atas namapimpinan instansi atau Kepara Daerah/ oiriksi atau sebJilIatnl Ketua Kelompok Masyarakat/ 

";;|<efua/f_gninan/pengurus 
- 

lembaga/organisasi p.rr"ri*"
belanja hibah;

d. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama
instansi dan/atau rekening Kas Umuir Daerah lainnya;

e. kwitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari I (satui i*it"rr"i
bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuili ""p i.r"i.rr"iserta dicantumkan nama lengkap pimpinan instLsi atau
Kepala Daerah;

f. surat pemyataan tanggungiawab.
(3) B..elanja- hibah sebagaimana dimaksud dala pasal 1 ayat (1)

dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening fas 
-Umum

Daerah Provinsi Papua Tengah kepada Rekening Bank ..... atas
nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening .....

(4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari
PIHAK PERTAMA, wajib segera melaksanakan kegiatan dengan
berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/propJsal
dan peraturan pemndang-undangan.
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BAB III
PENGGUNAAN

Pasal 3
(1) PIHAK KEDUA dalam menggunakan Belanja Hibah berupa uang

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana
Penggunaan Belanja Hibah/ Proposal.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Belanja Hibah yang
diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 1

di r untuk:

BAB IV
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4
(1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungiawab Permohonan

Belanja Hibah.
(2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, proses

pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Membuat dan menyampaikan Laporal Penggunaan Belanja
Hibah kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah
disertai dokumen Surat Pernyataan Tanggungiawab Penggunaan
Belanja Hibah yang ditandatangani pimpinan
lembaga/ organisasi.

(4) Kewajiban lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan
ketentuan spesifik pada masing-masing Perangkat Daerah.

No URAIAN JUMLAH



HAK DAN *rr""P,3iru"rHAK 
'ERTAMAPasal 5

(1) Mencairkan Belanja Hibah apabila seluruh persyaratan dan
kelengkapan berkas pengajuan pencairan aani teiah dipenuhi
oleh PIHAK KEDUA.

(2) Menunda pencairan betanja hibah apabila PIHAK KEDUA
tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3) Melaksanalan evaluasi dan monitoring atas penggunaan Belanja
Hibah secara administratif.

( ) Hak dan kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan
karakteristik dan ketentuan spesifik pada masing-masing pD.
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BAB VI
SANKSI
Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 3 ayat (21, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja
hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undarlgan.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 7
(f ) Naskah Pedanjian Hibah Daerah (NPHD), dibuat rangkap 4

(empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai
cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-haf hin yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur
lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,



8. Contoh Format Naskah
Barang/Jasa.

Pada hari ini ........., tanggal
....) yang bertanda tangan di

I. Nama
NIP
Palgkat
Jabatan
Unit Kerja
Dalam
Papua

il. Nama

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

HIBAH

DENGAN
(NAMA PENERIMA HIBAH}

TENTANG
TAHUN ANGGARAN

NOMOR

-11-

Pe{anjian Hibah Daerah (NPHD) Berupa

bulan tahun ......... (... -... -
bawah ini:

hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubemur provinsi
Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Kedua belah sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah
Daerah berupa Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

No. KTP
Jabatan
Alamat
Yang bertindat untuk dan atas nama
disebut PIHAK KEDUA.

yang selanjutnya

BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

(1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK
KEDUA, berupa Barang/Jasa senilai Rp............... (........
ru iah den rinclan se berikut:

(2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipergunakal untuk sesuai dengan Rencana Penggunaan
Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Naskah Peq'anjian Hibah Daerah ini.

(3) Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (21

bertujuan untuk

BAB II
PENYALURAN BELANJA HIBAH

Pasal 2
(1) Penyaluran belanja hibah berupa barang/jasa yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun ..... dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima
Barang.

No URAIAN JUMLAH
ttar



(2) Untuk penyaluran tllanja hibah sebagaimana dimaksud padaayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan peimohonan kepada eI,UaXPERTAMA, dengan dilampiri:
a. Berita Acara Serah.Terima dalam rangkap 4 (empat) terdiri dari2 (dua) bermaterai 

"yk !, .ditandatirg;ni i"r, ait"U"fri 
""pinstansi atau Daerah Lainnya serti dicantu.t.., 

""_I. l::_$"p pimpinan instansi atau Bupati;
b. NPHD;
c. salinan/fotocopy KTp atas nama pimpinan instansi atauBupati/nama Direksi atau sebutan 

-latn/ketua/pimpinan

- lembaga/organisasi penerima belanja hibah; dan
d. surat pernyataan tanggungiawab.

(S) e.9U111 hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1)
disarurkan mela-lui pemindahtanganan dari perangkat o""."r,

kepada PIHAK KEDUA.

-12-

(4) PIHAK KEDUA setelah menerima penyaluran belanja hibah
barang/jasa dari PIHAK PERTAMA, segera menggunakan
dan/atau memanfaatkan sesuai Rencana p"rrgg,rr""ri'Belanja
Hibah/Proposal dan ketentuan peraturan perundang_undalgan.

pelrB#uIriLN
Pasal 3

(1) PIHAK KEDUA menggunakan Belanja Hibah berupa barang/jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll sesuai RenCana
Penggunaan Belanja Hibah/ Proposal.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan Belanja Hibah bempa
barang/jasa yang diterima kepada pihak tain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

dipergunakan untuk:

BAB IV
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4
(1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik secara formal

dan materiii atas penggunaan dan/atau pemanfaatan
barang/jasa yang didanai dari belanja hibah yang telah disetujui
PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencala
Penggunaan/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

(2) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja
Hibah berupa Barang/Jasa kepada Gubernur melalui Perangkat
Daerah yang disertai dokumen Surat Pernyataan
Tanggungjawab yang
lembaga/organisasi.

ditandatangani

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 5
(1) Menyerahkan barang/jasa apabila seluruh persyaratan dan

kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa
barang/jasa telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA,

a.
b.
c.
d.

pimpinan
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(2) Menunda penyerahan belanja hibah berupa barang/jasa apabila
PIHAK KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

(3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja
hibah berupa barang/jasa.

(4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah.

BAB VI
LAIN.LAIN

Pasal 7
(3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dibuat rangkap 4

(empat), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai
cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(4) Haf-haf lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur
lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

--

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan
Pasal 3 ayat (21, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan
tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran belanja
hibah atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.



-t4-

9. Contoh Format Surat Permohonan pencairan
Penggunaan Belanja Hibah.

dan Rincian Rencana

20

Yth. Gubernur Papua Tengah
C.q. Kepala Perangkat Daerah

di-

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

1 (satu) berkas
Permohonan Pencairan Belanja
Hibah Tahun Anggaran 20....

Nabire

Bahwa berdasarkan Peratural Gubernur Provinsi
Papua Tengah Nomor ..... tentang Penjabaran APBD Tahun .....,
bersama ini kami mengajukan permohonan pencairal belanja
hibah berupa (uang/barang/jasa) sebesar dengan
rinciaa rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
sampaikan persyaratan pencairan belanja hibah sesuai dengan
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor ... Tahun

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dal
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dal Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan
bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

(nama jelas
pimpinan/ ditandatangani/ dicap)
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10. Contoh Lampiran Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah.

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
BERUPA UANG

Nama Penerima
Alamat Lengkap

No Uraian Kegiatan / Penggunaan Jumlah (Rp) Keterangan
1

2
2

Dst
Jumlah

Pemohon,

(nama jelas
pimpinan/ ditandatargani/ dicap)

Catatan : Jika penggunaan berupa barang/jasa maka formatnya seperti
ini:

zuNClAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
BERUPA BARANG/JASA

Nama Penerima :

Alamat Lengkap :

Jenis Belanja Hibah : Barang/Jasa

Pemohon,

(nama jelas
pimpinan/ ditandatangani/ dicap)

Uraian naan
1

2
a

Dst
Jumlah

KeteranganJumlah (Rp)No far



11. contoh Format surat Keterangan Tanggung Jawab Mutla-k (SKTJM) dari
Pengguna Anggaran untuk Belanja Hibah/Belanja Bantuan Sosial.

-16-

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
Nomor

Pada hari ini ......., tanggal ....... tahun ...... (..., ..., 2O....1 selaku pengguna
Anggaran yang bertanggungiawab atas verifikasi dan evaluasi keabsahan dan
kelengkapan persyaratan permohonan belanja hibah/ belanja bantuan sosial",/:
Nama
Jabatan
Instansi
Alamat
Dengan ini, menyatakan menyatakan bahwa verifikasi dan evaluasi keabsahan
dan kelengkap an belanja hibah,/ belanja banhtan sosial*,/:
1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam dokumen-dokumen

kelengkapan belanja hibah/belanja banhtan sosiol*,/ adalah benar.
2. Bahwa saya tidak akan melakukan suap-menyuap dan/atau perbuatan

yang melawan hukum dalam pelaksanaan verilikasi dan evaluasi
keabsahan dal kelengkap an belanja hibaw belanja banhtan sosial*/.

3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan tersebut tidak
benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman menurut
ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan tanggung jawab mutlak ini saya buat untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan/Dinas

Materai 10.000

NIP,

Ket:
*) coret yang tidak Perlu



12. contoh Format Surat pernyataan Tanggungjawab permohonan Beranja
Hibah/Belanja Bantuan Sosial.

Lambang
(l.lama Lembaga/Organisasi Pelaksana)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PERMOHONAN BELANJA HIBAH/BELANJA BANTUAN SOSIAL*)

-17-

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama
Alamat
Nomor KTP
Telepon/HP/Fax
E-mail
Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan
transparasi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibaw belanja
bantuan sosial*,/:
1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan

belanja hibah/belanja bantuan sosial*) yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah/belanja bantuan sosial") sesuai dengan

rencana penggunaan proposal yang telah disetujui.
3. Akan melaporkan Pertanggungiawaban belanja hibah paling lambat I (satu)

bulan setelah kegiatan selesai atau 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

(nama kota, tanggal, bulan, tahun)
PENERIMA BELANJA

HIBAH BANSOS,

(Nama Lengkap/ cap)

Ket:
*) coret yang tidak perlu

Materai 10.000
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13. Format Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik lnternal.

KOP LEMBAGA,tsADAN/ORGANISASI

SURAT PERI{YATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL
Nomor

Saya yang bertanda tanga,n dibawah ini:
Nama
Nomor KTP
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk dan atas nama
Dalam rangka pemberian hibah/bantuan sosial*) dari Pemerintah Provinsi
Papua Tengah, dengan ini menyatakan bahwa di dalam Kepengurusan
Lembaga/Badan/Organisasi tidak terjadi konflik internal.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan
dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya
tidak benar, maka saya bersedia di tuntut di muka Pengadilan dan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalu.

(nama kota, tanggal, bulan, tahun)
Yang membuat pernyataan/

Penerima hibah,

Materai 10.000



14. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).

KOP LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJMI
Nomor

Sehubungan dengan tela-h disetujui permohonan bantuan hibah berupa uang
sebesar Rp......... (,....... rupiah) yang digunakan untuk
ini menyatakan dengan sebenarnya sebagai berikut:

dengan

1. Bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan hibah uang yang
bersumber dari APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran ...... telah
sesuai dengan Naskah Peq'anjian Hibah Daerah (NPHD).

2, Bertanggungiawab mutlak secara formal dam materiil atas penggunaan
hibah yang diterima.

3. Bersedia membuat laporan penggunaan dana disertai bukti-bukti
pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-
undangan.

4. Bersedia kooperatif dengan auditor/pemeriksa yang akan melakukan
pemeriksaan atas laporan penggunaan dana dengan menunjukkan bukti-
bukti fisik dan bukti-bukti pengeluaran.

5. Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peratural perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungiawab Mutlak ini kami buat dengan
sebenar-benarnya.

(nama kota, tanggal, bulan, ta-l.un)
Yang membuat PernYataan/

Penerima hibah,

Materai 10.000

- 19-
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15. Format Pakta Integritas.

PAKTA INTEGRITA S

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
Nomor KTP
Alamat
No. HP
Jabatan
Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku penerima hibah uang yang
bersumber dari APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran .......
1. Bersedia untuk bertanggungjawban penuh secara formal dal materi-l atas

penggunaan dan atau pemanfaatan bantuan hibah uang yang diterima.
2. Tidak akan mengalihkal baltuan hibah uang yang diterima kepada pihak

lain.
3. Bersedia diminta keterangan/diperiksa/diaudit sesuai peraturan

perundang- undangan yang berlaku.
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas

ini, saya bersedia dikenakan sangsi administrasi serta tuntutan ganti rugi
dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian fakta integritras ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggungjawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

(nama kota, tanggal, bulan, ta-l.un)
Yang membuat,

Materai 10.000



16. Format Hasil Veri{ikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen persyaratan
Pencairan Belanja Hibah.

-27-

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

KETERANGAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN

BELANJA HIBAH KEPADA (JENIS BELANJA HIBAH)
(PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN)

TAHUN......

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah (nomor, tanggal,
perihal, pasal yang mengatur persyaratan administrasi), yang bertanda tangan
di bawah ini:

Nama
NIP
Jabatan
Instansi

Dengan ini menerangkan telah dilaksanakan verifikasi administrasi terhadap
dokumen persyaratan untuk permohonan pencairan Belanja Hibah kepada
fienis belanja hibah) untuk (nama program/kegiatan/ sub kegiatan) kepada
(nama dan alamat penerima) sebanyak ...... penerima sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Hasil Verifrkasi Administrasi Kelengkapan Dokumen
Persyaratan Pencairan dengan Nomor: tanggal sebesar
Rp........... (............ rupiah), dan dengan ini menyatakan bertanggungjawab
sepenuhnya terhadap kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dan hasil
verifikasi administrasi, kebenaran dan keabsahan data dokumen persyaratan
pencairan tersebut.

Demikian keterangan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

(nama kota, tanggal, bulan, tahun)
Kepala Badan/ Dinas .........

Materai 10.000

NIP
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17. Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanja Hibah

I-A.MPIRAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH

KEPADA (JENIS BELANJA HIBAH)
(NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SU

Nomor tanggal

Nama Penerima Alamat Penerima

Dokumen Persyaratan Pencairan
(beikan tanda "l opabita kelengkapan ada dan

sesuarJ Keterangan
SP RPB KTP NPHD Rek

Bank
SKDm SPUM

1

2

Dst
Jumlah (Lengkap/ belum lengkap*) dan (valid/ tidak valid*)

Demikian lampiran Hasil verifikasi Administrasi Kelengkapan lTf;tJtrgPiilfirXiXf""n.*.an ini dibuat, untuk dipergunakan
sesuai kepentingan.

Kepala Sub Bidang, Verifikatur,

(nama jelas dan gelar) (nama jelas dan gelar)
Mengetahui/ menyetujui:

Kepala Bidang,

(nama jelas dar gelar)

7. SPTJM fielas)3. KTP (ielas)
4. NPHD (ielas)

5. Rek Bank fielas)
6. SKDm (Surat Keterangan Domisili)

No

3

Keterangan:
1. SP (Surat Permohonan Pencairan)
2. RPB (Rincian Penggunaan Belanja)



18' Lampiran Hasil verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen persyaratan
Pencairan Belanja Hibah (Untuk Satu penerima).

oa

LAMPIRAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA HIBAH

KEPADA (JENIS BELANJA HIBAH)
(NAMA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN

No en Persyaratan PencairanDokum Ada Tidak
Ada

Keterangan

1 Surat permohonan
ditujukan kepada

pencairan belanja hibah
Gubernur melalui SKpD

terkait.
dicap dan di ttd oleh Ketua/pimpinan
badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan
berbadan hukum Indonesia.

c cian penggunaan belanja hibah tahun
be{alan.
dicap dan di ttd oleh Ketua/pimpinan
badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan
berbadan hukum Indonesia.

Rin

'J Fotocopy KTP yang masih aktif atas nama
Ketua/ Pimpinan badan/lembaga/organisasi
kemasyarakatan berbadan hukum
Indonesia.

4 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
dicap dan di ttd oleh Kepala SKPD darr
Ketua/Pimpinan badan/lembaga/ organisasi
kemasyarakatan berbadan hukum
Indonesia

5 Fotocopy Rekening Bank yang masih
berlaku atas nama
badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan
berbadan hukum Indonesia

6 Surat keterangan domisili dari
tKelurahan Desa setem

7 Pakta Integritas/ Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
bermaterai.
dicap dan di ttd oleh Ketua/Pimpinan
badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan
berbadan hukum Indonesia.

Jumlah

Hasil
Nomor: ..

verifikasi kepada
tanggal

program/kegiatan/sub kegiatan)
(.........".. rupiah)

(nama dan alamat penerima) untuk (nama
......, sebesar Rp.............Tahun Anggaran

Demikian lampiran hasil verifikasi administrasi kelengkapan dokumen pencairan
ini dibuat untuk dipergunakan sesuai kepentingan.

Kepala Sub Bidang, Verilikatur,

(nama jelas dan gelar) (nama jelas dan gelar)
Mengetahui/ menyetujui:

Kepala Bidang,

(nama jelas dan gelar)



19' contoh_Format Laporan penggunaan Belanja Hibah dari pemerintah provinsi
Papua Tengah.

-24-

Lambang
(Nama Lamb ang / Org anis asi petaksana)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH
DARI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 20...
UNTUK

(sebutkan nama/ judul kegiatan gang dibtagai dai belanja hibalt)

(Alamat Lembag a/ Org anis asi pelaksana)
(Bulan dan Tahun Laporan)

DAFTAR ISI

Halaman
- Kata Pengantar
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab
- Data Pokok Penerima Bantuan
L Laporan Kegiatan

1. Latar Belakang
2. Maksud dan T\rjuan
3. Ruang Lingkup Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Daftar Personalia Pelaksana
6. Penutup

II. Laporan Keuangan
1. Realisasi Penerimaan Belanja Hibah
2. Realisasi Penggunaan

IIL Lampiran
1. Salinan/fotoopy KTP
2. Salinan Rekening Koran/Tabungan
3. Dokumentasi Kegiatan
4. Salinan Naskah Perjanjian Hibah
5. Salinan Alrta Pendirian Lembaga/Ormas
6. Salinan Izin Operasional
7. Sa-iinan Surat Keterangan Domisili Lembaga/Ormas

KATA PENGANTAR

(diuraikan kata pengantar maksimal 1 (satu) halamanl

(nama kota/tempat, tanggal, bulan,
tahun)

(nama jabatan pimpinan)

fnama lenskap)
(NIP, Jika ada)



Jenis Bantuan
Naskah Perjanji
Judul Kegiatan
Lokasi Kegiatan

-25-

DATA POKOK PENERIMA HIBAH

(diisi Hibah)
an Hibah : ...... "................. (No. tgl, bln, thn)

(Dbtnk, Kampung, Kabupaten, prouinsl
Karakteristik Kegiatan :

lglbggunan Fisik, Pemeliharaan/Renovasi, pengembangan Bangunan
Fisik, Pembelian Barang, pengadaan Sarana dan prasaran-a, feg"ia" fVo"
Fisik, Peruntukan Lainnya: (sebutkan), (diketik aan pitTn iatai s'atudai j enis karaleteristikl

Nama Organisasi
Alamat

Kampung

Kode Pos
Alamat Surat Jalan/PO BOX

Pengurus

Ja1aa........... Distrik
Kabupaten Provinsi

Kode Pos

E-mail

I

Ketua No. HP/Telp

Sekretaris No. HP/Teip

I"APORAN KEGIATAN
1. Latar Belakang

(diuraikan latar belakang kegiatan sesuai dengan proposal gang
diajukan sebelumnAal

2. Maksud dan Trrjuan
(diuraikan maksud dan hluan sesuai dengan proposal yang diajukan
sebelumngal

3. Ruang Lingkup Kegiatan
(diuraikan ruang lingkup kegioton sesuai dengan proposol gang
diajukan sebelumnAal

4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
(diuraikan realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi, namun tidak
terbatas, peilal uaktu pelaksanaan, tempat/ lokasi kegiatan, jumlaLt
dan asal peserta, hnsil-hasil yang dicapai, dan lainnga yang releuan
sehingga dapat menggambarkan kegiatan pokok dengan semestingal

5. Daftar Personalia Pelaksana
(diuraikan dan sajikan personalia pelaksana meliputi surat
kepubtsan, jabatan dalam organisasi/ kegiatan, dan lainnga gang
releuan).

6. Penutup
(uraikan kata penutup paling bangak 10 (sepuluh) barbl.

PENERIMA BELANJA HIBAH

(nama lengkap/cap)



il.
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I,APORAN KEUANGAN
1. Realisasi Penerimaan Bantuan

Realisasi penerimaan hibah Tahun 20... adalah
Dana bantuan tersebut diterima melalui Rekening

sebesar Rp. ......
Nomor

Pada Bank ........ (sebutkan nama, nomor rekening dan
bankngal pada tanggal (sebutkan tanggal, bulan, tahurl

2. Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana
Realisasi penerimaan dana hibah tahun 2O... sebesar Rp. ...... dan
penggunaan dananya sebesar Rp. ......... sehingga terdapat Saldo
Dana sebesar Rp. .........

Rincian penerimaan dan penggunaan dana Tahun 20... dapat dilihat
ada tabel se berikut:

III

KETUA PENERIMA
BELANJA HIBAH

(nama lengkap)

Lampiran
1) Salinan/fotocoPY KTP;

BENDAHARA PENERIMA BELANJA
HIBAH

(nama lengkap)

c
J
4
5
6

Salinan Rekening Koran/Tabungan;
Dokumentasi Kegiatan;
Salinan Naskah Perjanjian Hibah;
Salinan Akta Pendirian kmbaga/ Ormas;
Salinan Izin OPerasional;
Saiinan Surat keterangan Domisili Lembaga/ Ormas'7

No Uraian Penggunaan
Anggaran

Sesuai
Proposal

Rea-iisasi % Realisasi

1 2 3 4 5=4/3* 100
1) ......... (sesuai

rincian jenis
biaya)

2l ......... (sesuai
rincian jenis
biaya)

3) ... ...... (sesuai
rincian jenis
biaya)

Jumlah



-27-

20. Format Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
Pada hari ...... tanggal ...... bulan ...... tahun......, bertempat di...... berdasarkan
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor ... tanggal ...... tentang
Penetapan Daftar Penerima Hibah/Bantuan Sosial*) beserta jumlah barang/jasa
Ta.l.un kami bertanda di bawah ini:

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang sebanyak ...... unit dengan nilai sebesar
Rp............ ( . ......... rupiah) diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

1 GUBERNUR PROVINSI PAPUA
TENGAH/Pejabat yang ditunjuk yang
selaniutnya disebut PIHAK PERTAMA.

c Ketua/anggota masyarakat
yang selaliutnya disebut PIHAK KEDUA.
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2t. Format kelengkapan administrasi permohonan belanja bantuan sosial.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

DATA PEMOHON
Nama
Alamat
Jabatan
No. HP Email
T

Hibah I Individu
.) Keiu
3 Kelom kMa arakat
4 Lemb Non Pemerintah Y

No Ada Tidak
ada

UNTUK INDIVIDU KELUARGA
1 Surat Permohonan

Tanda Tan Pemohon
BaranBentuk Bantuan Sosial uaI

Nilai U
Baran DimohonY
Men ala Desa Setem ttahui RW RT
Salinan Foto Co KTP dan KK

UNTUK LEMBAGA NON PEMERINTAH
1 Surat Permohonan

Lemba. Ko
b. Tanda tan berwenanan
c. Ca

barand. Bentuk Bantuan Sosial u
e. Nilai Bantuan Sosial U

dimohonanf. Bentuk Bar

Proposal dan kelengkapan Persyaratan
a. Latar belakang
b. Maksud dan T'uiuan
c. Hasil yang diharapkan
d. Lokasi Pelaksanaan
e Rincian biaya kegiatan (bantuan sosial uang)
f. Data/Spesifikasi/Ukuran barangyang dimohon
g. SK. Kemenhumkan (bagi yang berbadan hukum)
h. Surat Keterangan Terdaftar dari Instansi Terkait
1 Memiliki Pengesahan Susunan Pengurus Lembaga

dari Instansi berwenang/ terkait
i. NPWP Lembaga (bagi yang diwajibkan)
k. Nomor Rekening yang masih berlaku
1. Fotocopy KTP atas nama Ketua

Badan/ Lembaga/ Organisa si
m. Surat Keterangan Domisili

Badan/Lembaga/Organisasi dari Kepala
Desa/Lurah diketahui Camat setem t

n. Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal

Jenis Persyaratan

c
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o. Surat Keterangan Tanggungl awab Mutlak
p. Bulti Kepemilikan Lahan dan/atau Surat

Keteragan Tidak sengketa (hibah uang untuk
bangunan atau hibah barang berupa banzunan)

q. Akta Notaris Pendirian Lembaga

Tim Verifikasi dan Evaluasi SKPD
No Nama Jabatan/Kedudukan

dalam Tim
Tanda tangan

1

c

.f

4

5
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,a Format Hasil Evaluasi permohonan Belanja Bantuan Sosial.

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

...(.......)
Hasil Evaluasi Permohonan
Belanja Bantuan Sosial Tahun
Anggaral 20....

Yth. Gubernur Papua
Tengah
C.q. TAPD Provinsi papua
Tengah

di-
Nabire

_ Sesuai dengan Peraturan Gubernur papua Tengah Nomor .....
Tahun 20... tentang Tata Cara penganggaran, pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daeralr,
kami telah melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan
Belanja Bantuan Sosial dan mempertimbangkan prioritas serta
keterkaitan dengan penyelenggaraan program a.r, kegiatan
Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Jumlah permohonan sebanyak ..... (.....) proposal senilai
Rp............... (.............) dan berdasarkan hasil verifikasi dan
evaluasi yang telah disetujui sebanyak ..... (.....) proposal senilai
Rp............... (.............) yang terdiri dari:

Demikian kami sampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Badan/Dinas

No Data
Pemohon

Rencana
Penggunaan

Jumlah
Bantuan

yang
dimohon

(Rp)

Jumlah Bantuan
yang

Direkomendasikan
(Rp)

I Permohonan
Belanja
Hibah
Daerah
berupa Uang
J

4. Dst
II Permohonan

Belanja
Hibah
Daerah
berupa
Barang/Jasa
3
4. Dst

Jumlah

Ket.

NIP.



23.

Nomor
Sifat
Lampirarr
Hal

Iorl.l Surat Pengantar Ketua TAPD kepada Gubernur tentangPertimbangan Permohonan Belanja Bantual Sosial.
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.."(......)
Hasil Pertimbangan Permohonan
Belanja Bantuan Sosial Tahun
Anggaran 20....

Yth. Gubemur Papua
Tengah

di-
Nabire

Sesuai dengan Peraturan Gubernur provinsi papua TengahNomor Tahun 2O... tentang Tata Cara tenganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban - dan
Pelaporan serta Monitoring dan Eva_luasi Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan
belanja hibah dari Perangkat Daerah terkait, kami telah melakukan
penelaahan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan
mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan wajib dan
urusan pilihan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, kami melaporkan
bahwa yang melakukan verilikasi dan evaluasi serta rekomendasi
atas permohonan belanja bantuan sosial sebanyak ..... Perangkat
Daerah, dengan jumlah permohonan sebanyak ...... proposal senilai
Rp............... dan berdasarkan hasil penelaahan kami dapat
dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak ... . . proposal senilai
R terdiri dari:

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan Daftar
Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial untuk masing-
masing SKPD.

Demikian, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan
terima kasih.

Ketua TAPD

NIP

Nilai (Rp)
Jumlah
Proposal

BarangUang Barang Uang
No

Nama Perangkat
Daerah

1

2
dst

Jumlah
f----___l
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24. Format Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNC-PBBS)
Hasil Pertimbangan TAPD.

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL
(DNC-PBBS)

HASIL PERTIMBANGAN TAPD
TAHUN ANGGARAN 20.....

Nama Perangkat Daerah:
Jenis Belanja Bantuan Sosial: Uang/ Barang/Jasa*)

..., tgl/bulan/tahun

Sekretaris Daerah
Provinsi Papua Tengah

Selaku Ketua TAPD,

(Nama/NIP)
Ket:
*) Coret yang tidak Perlu

Ket

8

Besaran Belania Bantuan Sosial (Rp)
No

Nama Lengkap
Calon Penerima

Alamat
tengkap

Rencana
Penggunaan Permohonan Hasil

Evaluasi
Pertimbangan

TAPD
5 6 71 2 3 4

1

2
3
4 Dst

TOTAL

I

IIt---l

=



25. Format Daftar Nominatif calon penerima Belanja Bantuan Sosial (DNC-pBBS)
Persetujuan Gubernur.
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DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL
(DNC-PBBS)

PERSETUJUAN GUBERNUR
TAHUN ANGGARAN 20.....

Nama Perangkat Daerah
Jenis Belanja Bantuan Sosial: Uang/Barang/Jasa*)

tgllbulan/tahun

Gubernur
Provinsi Papua Tengah,

Ket:
*) Coret yang tidak Perlu

No

Nama
lengkap

Calon
Penerima

Alarnat
Lengkap

Rencalra
Penggunaatr

Besaran Belarrja Bantuan Sosial (Rp)

KetPermohonan Hasil
Eva.luasi

Pertimbangan
TAPD

Persetujuan
Gubernur

1 ) 4 5 6 7 8 9
1

2
J

4 Dst

TOTAL



26. Contoh Format Surat Permohonan pencairan
Penggunaan Belanja Bantuan Sosial.

dan Rincian Rencana

KOP LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

1 (satu) berkas
Permohonan Pencairan Belanja
Bantuan Sosial Tahun Anggaran
20....

Yth. Gubernur Papua Tengah
C.q. Kepala Perangkat Daerah

di-
Nabire

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Provinsi Papua
Tengah Nomor ..... tentang Penjabaran APBD Tahun ....., bersama
ini kami mengajukan permohonan pencairan belanja bantuan
sosial berupa {uang/barang/jasa} sebesar dengan rincian
renc€rna penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami
sampaikan persyaratan pencairan belanja baltuan sosial sesuai
dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor ...
Tahun ..... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan
bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon
nama jelas pimpinan/ditandatangani/

dicap)

-34-

20 .....
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27. Contoh Lampiran Surat Permohonal Pencairan Belanja Bantuan Sosial.

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG/BARANG*)

Nama Penerima
Alamat Lengkap

No Uraian Kegiatan/ Peng,Eunaan Jumlah (Rp) Keteralgal
1

c
3

Dst
Jumlah

Pemohon,

(nama jelas
pimpinan / ditandatangani/ dicap)

Ket
*) coret yang tidak perlu
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24. Format Hasil Verilikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen persyaratan
Pencairan Belanja Bantuan Sosial.

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN
BEI,ANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA (JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL)

(PRO GRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN}
TAHUN.....,

Dengan ini menerangkan telah dilaksanakan verifrkasi administrasi terhadap
dokumen persyaratan untuk permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial
kepada fenis belanja bantuan sosial) untuk (nama program/kegiatan/sub
kegiatan) kepada (nama dan alamat penerima) sebanyak ...... penerima
sebagaimala tercantum dalam Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi
Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan dengan Nomor tanggal

sebesar Rp........... (............ rupiah), dan dengan ini menyatakan
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kelengkapan dokumen persyaratan
pencairan dan hasil verifikasi administrasi, kebenaran dan keabsahan data
dokumen persyaratan pencairan tersebut,

Demikian keterangan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

ma kota, tanggal, bulan, tahun)
Kepala Badan/Dinas .........

Materai 10.000

NIP

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah (nomor, tanggal,
perihal, pasal yang mengatur persyaratan administrasi), yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :
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29. Lanpiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan Belanj a Bantuan Sosial.

I,AMPIRAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KEPADA (JENIS BELANJA BANTUAN SOSIAL)
(NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)

Nomor tanggal

*)coret yang tidak perlu
Demikian lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencairan ini dibuat, untuk dipergunakal
sesuai kepentingan.

Kepala Sub Bidang, Verifikatur,

(nama jelas dan gelar) (nama jelas dan gelar)
Mengetahui/ menyetuj ui :

Kepala Bidang,

(nama jelas dan gelar)
Keterangan:
3. SP (Surat Permohonan Pencairan)
4. RPB (Rincian Penggunaan Belanja)

7. SPTJM (jelas)3. KTP (ielas)
4. NPWP (lelas)

5. Rek Bank fielas)
6. SKDm (Surat Keterangan Domisili)

Dokumen Persyaratan Pencairan
(berikan tanda ^'l apabila kelengkapan ada dan

sesuar')No Nama Penerima Alamat Penerima
SPIJM

Keterangan
SP RPB KTP Rek

Bank
SKDm

1

c
3

Dst
Jumlah (l,engkap/belum lengkap*) dan (valid/tidak valid*)

rI

NPWP

T----T----



30" Lampiran Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan Dokumen
Persyarata, Pencairan Belanja Bantuan sosial (untuk Satu penerima).
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LAMPIRAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI
KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN BELANJA

BANTUAN SOSIAL
KEPADA (JENIS BELANJA BANTUAN SOSI.AL)

(NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN)
Nomor: . tanggal

Hasil verifikasi kepada (nama dan alamat penerima) untuk (nama
program/kegiatan/ sub kegiatan) Tahun Anggaran ......, sebesar Rp.............

rupiah)

No Dokumen Persyaratan Pencairan Ada Ket

1 Surat permohonan pencairan belanja belanja
bantuan sosial ditujukan kepada Gubernur
melalui SKPD terkait.

2 Rincian penggunaan belanja bantuan sosial
tahun berialan.

3 Fotocopy KTP yang masih aktif.
4 Fotocopy Rekening Bank yang masih berlaku

atas nama badan/lembaga/organisasi
kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia

5 NPWP
6 Surat keterangan

Kelurahan/Desa setempat
domisili dari

7 Pakta Integritas/ Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPruM) bermaterai.

Jumlah
Demikian lampiran hasil verifikasi administrasi kelengkapan dokumen
pencairan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai kepentingan.

Kepala Sub Bidang, Verilikatur,

fnama jelas dan gelar) (nama jelas dan gelar)

Mengetahui/ menYetujui :

Kepa,la Bidang,

(nama jelas dan gelar)

Tida-k
Ada

tl



Belanja Bantuan Sosial LApORAN

BANTUAN SOSIAL
(sebutkan nama/ judul kegiatan yang dibiayai dai belanja banhtan sosia/)

31, Format Laporan penggunaan
PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ}.

(tahunl

(Alamat Lembag a/ Organiso.si pelaksanal
(bulan dan tahun laporanl
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Lambang

(Nama Lambang/Organisasi Pelaksana)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSI.AL

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Laporan Penggunaal Belanja

Bantuan Sosial Tahun ....

yang diterima adalah sebesar Rp
dan telah digunakan sebesar Rp

Yth. Gubernur Papua
Tengah
C.q. (SKPD terkait)

di-
Nabire

Sehubungan dengan bantuan sosial tahun ...... yang
telah kami terima sebesar Rp......... (.......,.... rupiah) yang
dipergunakan untuk berikut kami laporkan
penggunaan bantuan sosia-l. Adapun jumlah bantuan sosial

(

(

rupiah)
rupiah)

untuk pembelian
Laporan penggunaan belanja bantuan sosial telah

disusun sesuai dengan falta kejadian dan bukti-bukti yang
dapat dipertalggungi awabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas
penggunaan belanja ba-ntuan sosial kami bersedia dan siap
dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional
sesuai peraturan perundalg-undangal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan
bantuannya kami haturkan banyak terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa .....

(nama lengkap)
(NIP. jika ada)

Penerima Belanja Bantuan Sosial,
(nama j abatan pimpinan)

(nama jelas
pimpinan / ditandatangani/ dicap)
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32. Lampiran Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Bantuan
Sosial.

RINCIAN PENGGUNAAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

Nama Penerima
Alamat Lengkap

No Uraian Kegiatan / Penggunaan Jumlah (Rp) Keterangan
1
.)

J

Dst
Jumlah

Hormat kami,
(nama jabatal pimpinan)

Lampiran:
Dokumentasi kegiatan/ barang

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

S sesuai dengan
Plt. BI U

MENA , SH, .si
NiP. 1965 199610 1 001

M

(nama lengkap)


